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Perubahan politik yang terjadi di Indonesia
uhun 1998 yang lalu, yang peristiwa puncaknya
ditandai dengan mundurnya Soeharto dari
tabatannya sebagai Presiden, membar,va
konsekr,vensi terladinya perubahan di berbagai
aspek kehrdupan di tanah air. Di dalam bidang
politik, umpamanya, sistem penerintahan yang
desentriilistis digzurti dengan sistem pemerintahan
.;ang memberikan otonomi yang luas lepada
daerah. Dalzun kartannya dengan pemilihan umum,
pegawai negri sipil tidak diwajibkan lagi memilih
Golongan Karya: seme4jak saat itu, mereka memiliki
kebebasan penuh dalam menentukan partai politik
prlihannya.
Perubahan dalam hubungann'a dengan
masalah pemilihan utnum tidak berhenti sampar
*ll:itu saja. Pemilihan umum sebanlak enam kali
::trur 1 97 I " 197'7, 1982, 1987, 19 92, 1 997) unruk
remilih anggota Dewan Penvakilan Rakyatyang
,:lselenggarakan selama pemerintah Orde Baru.
:nenggunakan sistem proporsional. @ada masa itu.
rekruitmen an ggota Maj elis PermusyaJ,varatan
Rakyat yang bukan berasal dari DPR dilakukan
'lepgan cara pengangkatan. Anggota DPR yang
irr:Lrut melalui pemilihan umum harrya sekitar 600lo,
;-:naagkan sisanya, sekitar 40%, berdasarkan
:engangkatan). Demikian juga halnya dengan
r:nilihan umum pertama masa "Reformasi" lang
i:selenggarakan pada tahun 1999, masih
uenggunakan sistem proporsional. Akan tetapi,
=knutmen anggota MPR dilakukan dengan cara
.;bih demokratis. Jumlah anggota DPR yang
'lrekruit dengan cara pengangkatan, hanya sedikit
=aja: sedangkan mayoritas anggota direkruit
,tngan cara pemilihan. Utusan Golongan diseleksi
oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Utusan
Daerah ditentukan oleh anggota DPRD Provinsi.
Dalam pemilihan umum dengan menggrurakan
sistem proporsional ini, partai politik yang ikut
serta, mengajukan nama -nama calon anggota
DPR dan diberi nomer urut dalm suatu daftar.
Pimpinan/pengurus partai itulah yang menentukan
siapa saja yang dicalonkan menjadi anggota DPR
dan pada nomer umt berapa mereka berada ! Dalam
sistem sepertri ini, pemilih hanl a menjatuhkan
pilihannya pada partai politik r arg dranggap farorit.
Pemilih tidak bisa menjatuhlian pilihannr a pada
individu calon anggota DPRr ang dianggap paling
berkualitas.
Sistem proporsional rni- disanrping memiliki
keunggulat juga mempunr ai kelemahan. Dengan
sistem inl L-ursirang diperoleh suatu partai adalah
jumlah surra \ang diperoleh kemudian dibagi
dengan jumlah suara sah secara keseluruhan
kemudian dikalikan dengan kursi yang
dipereburlian. Sedangkan sisa suara, menurut
peraturan rang berlaku. diperhitungkan dengan
sistem stembus accord. Akan tetapi dalam
keil-ataarutl-a, dilakukan dengan sistem ranking.
(nisalnla: partai Xmenrperoleh suara 3,1juta: total
suara pemilih yang sah 10 juta; kursi yang
diper$utkan 100 buah. Maka kursi yang diperoleh
partai X: 3/10 x 100: 30 buah. Apakah sisa suara
sebant,ak I 00.000 berpengamh terhadap perolehan
kursi tambahan, tergantung pada urut -urutan
banyaknya sisa suarayang diperoleh semua partai
pesertapemilu ). Keunggulan sisten pemilihar ini
adalah semua suara pemilih diperhitungkan dan
tidak ada suarayang hilang. Pada umumnya, serrlrur
partai politik pesertapenrilu memperoleh r,vakil j'ang





duduk dalar.r.r DPR (Diamond 1999: l0l).
Perbedaannr-a hanr'a dalam jumlah kursi vang
rnereka peroleh Kelemahan sistem proporsional
dengan stelsel adalah bahs'a calon anegota DPR
r ang terpiliir adalah hasil prlihan pimpinan
pengurus partai atau hasil pi}han seseorang atau
sekelompok orang sa-ja Dengan demihat L-urang
demokratrs \ Iereka bulan hasil pjlih;an para pemihh
atau orang banr ak
Selanta ma-<a Ord: ts,ar-u- trag:r,snla- ]ang
n3n3nnilian pare --alcn ;xne{r-rul DFR iru trda}i
selr]au -n-rau k3tujr F€nsunrs partai- akan tetapi
juga p:rnerinrah Dengan demikian. bisa
diprediiiskan behn a mereka 1'ang terpihh sebagai
anggota hanl alah mereka 1-ang memilill lolalius
unegi terhadap pimpinan pengurus partai serta
p3n3r-rnuh Brsa drpahamr. apabila akibatnl'a
bermun.-uien kritik dan ketidakpuasan dari
nu-{\.arakat, tahria DPRpada masa Orde Banr trdak
brsa men-ialanlian fungsi kontrolnl'a terhadap
perlennmh. Ibaratnva. mereka adalah bintang
mandul dan lemah. Pada masa Reformasi,
pemerintah tidak bisa intervensi lagi dalam hal
pemilihan calon anggota DPR yang diusulkan
partai politik peserta pemilihan umun.
Pada masa Reformasi, sistem pemilihan
anggota DPR yang diselenggarakan tahun 2004
mengalanri perubahan. Sistem proporsional dengan
stelsel dinrbzrh menjadi sistem proporsional dengan
daftar terbuka (sistem setengah distrik/distrik
semu). Dengan sistem iru, secara nasional, wilayalV
daerah pemilihan dibagi dalam 69 distrik
( Sinranungkalit, Nainggolan, Santoso 200 4 : 1 43 -
7 1 4). T iap -Liap distrik memperebutkan sejumlah
kursi tertentu. Pemilih mencoblos tanda ganbar
partai politik peserla pemilihan unum dan salah
sAtu nzrma calon yang diusulkan partai untuk
mer,vakili distrik tersebut. Mereka yang terpilih
menjadi ',rnggota DPR untuk mervakili distrik
tersebut adalah mereka yang memperoleh suara
yang samzr atau lebih besar dilri Bilangan Pembagi
Pemilih untuk daerah bersangkutan (misalnya, di
distrik X diperebutkan lima kursi. Maka yang
terpilih urtuk mer,vakih distriktersebut adiilah lima
calon yang berhasil memperoleh suara lebihbesar
atau salrzl dengan bilangan pernbagi pemilih. Bila
tidak satupun calonyang memperoleh suara sama
atau lebih besar dari bilangan penrbagi tersebut,
maka suara yang diperoleh suatu partai
drjumlahkan. Bila suara yang diperoleh partai
tersebut rnelebihi bilangan penrbagi, maka calon
pada nomer urut satu terpilih menjadi anggota DPR).
Sistem pemilihan anggota DPR tahun 2009
mendatang mengalami sedikit perubahan saja
dibandingakan dengan sistem yang digunakan
tahun IUU-l
Disamping memrhkr kekuatan, sistem
proporsional dengan daftar terbuka ini juga
memilih kelemahan. Kekuatannya, antara lain,
adelah: iebrh demokratis di dalam penjanngan calon
anggota DPR dibanding dengan sistem yang
digunalian daiam sistem proporsional dengan
stelsel. Kelemahamra. antara lain, adalah adanya
suara l'ang hilang (tidak diperhitungkan).
Disamping itu. ada kecenderungan yang
memenangkan kursi keanggotaan dalam DPR
adalah mereka 1'ang berasal dan pa-rtai -partai besar.
Partai -partai kecil merasa kurang diperlakukan
secara adil. Mereka menganggap kurang adanya
keterwakilan dr antara partai -partai pesertapenrilu
dalamlembaga penvakilan rak-yat @PR).
Kritik terhadap adarrya kekurang adilan dan
kekurangterr,vakilan dalam sistem pemilihan
anggota DPR di Indonesia perlu ditanggapi.
Segenap kekurangan yang ada perlu dikurangi.
ba hkan kalau nenrungkinkan, dihilanglkan sarna
sekali. Dengan denrikizrn, diharapkan pada masa -
masa rnendatang. sistem pemilihan yang
diselenggarakan akan lebih baik, adil dan
representatif.
Adapun cara yang digunakan untuk
mengurangi ataupun ilrenghilangkan kekurangan
ini adalah dengan cara membandingkani
nempelajari sistern pemilihan anggota DPR yang
digunzrkan di negara lain. vakni Jerman. Sistem
pemilihan anggota DPR yang digunakan oleh
negara ini dianggap lebih adil dan representatif.
D engan menrpelajari dan menganrbil pengalaman
-pengeilaman positif dari mereka. diharapkan sistem
yang zrkzrn digunakan di Indonesia pada masa -
masa mendatang akan lebihbaik.
B. f'+SAN
Dalam literature Ilmu Poirtrk sistem pemilihan
anggota Der,van Penlakilal Rala'at memiliki variasi
dari satu negara ke negara lainnya. Apabila
disederhanakan. malia secara garis besar terdapat
tiga macam sistem pemrlihan- r-akni Single -Member
Systems, Multi-N'Iember S1-sterns dan Mixed
Systems.
Dari beberapa jenis r-ang terdapat dalam
Single-Menrber S\-stens. salah satu diantaranya




Post (FPTP). Sistempenrilihan anggota den-anvang
uem.e-eulalian FPTP ditandai dengan adanva
rohelgran uilal.ah nasional ke dalam sejumlah
.iis-tnktdaerah pemilihan. Masing-masing distrik
memilih/memperebutkan satu orang anggota
dewan. Dalam hal ini, para pemilih hanya
menjatuhkan pilihannya pada salah satu calon dari
sekian calon yang muncul. Hanya yang mereka
arggap terbaik yang nereka pilih. Calon yang
telpilih menjadi anggota dewan adalah calon yang
nernperoleh suara Iertinggi(fullg/
www.wor I dp o li cv, org/glo b alrig hts/demo cr acv/
alcs.html). Calon yang memperoleh dukungan
noner dua dan dibawahnya, tidak terpilih. Calon
yang terpilih tidak dipersyaratkan harus
nemperoleh dukungan 50oA+l dari total suara
pemilih yang sah. Sistem pernilihan seperti ini,
antara lain digunakan diilam pernilihan anggota
DPR di Aurerika Serikat.lnggris, Kauada, India.
Disamping memiliki beberapa keunggulan,
pemilihan anggota dewan dengan cara FpTp ini
juga mempunyai kelemahan. Keunggulan FpTp,
antara lain, adalah:
l. Mudahdifaharnipemilih.
2. Pemilih bisa memilih langsung calon yang
dianggap terbaik
3. Memungkinkan dekatnya hubungan antara
anggota dewan dengan para pemilihnya
4. Mengarah pada sistem kepartaian yang
terbatas jumlahnya (beberapa saj a).
Adapun kelemahan FPTP, imtara lain, adalah:
l. Hanya satu anggota der,vanyang terpilih dari
tiap -tiap distrik. Penrilih yang tidak memilih
calon yang menang tadi berarti tidak terwakili
dan suaranya hilang sia -sia.
2. Tid:rk adanya keseimbangan jumlah suara
dukungan bagi anggota der,van yang terpilih.
Dalan pemilihan anngota DpR (House of
Commons) di Inggris tahun 2005 yang lalu,
umpamanya, ada calon yang terpilih dengan
dukungan suara 26906 saja, akan tetapi ada
pula yang terpilih dengan dukungan suara
sebanyak 96539.
3. Cara ntembuat garisbatas daerahpemilihan
akan berpengaruh terhadap perolehan suara.
Untuk metnpeugaruhi perolehan suara,
pemerintah besefta partai pemerintahkadillg
-kadang merubah garis batas daerah
pemilihan dengan maksud meningkatkan
dukunganbagi para calon yang berasal dari
satu partai.
4 Perolehan suara dukungan dalarn pemilihan
kadiurg kzrla tidzrk seimbang dengan perolehan
suars l|:ng duiapu .r: $,trE!mr!Ir, &uull[
permfihan ane-ec{"i DFi.5:ffi :r i Ttrmrlnmnnnql;
dr Inggns ratnrn lq,s.r5'r,:'r'r5 iitr- p:r.n 3rr-luu
memperoleh total suara dukungal h;.r-i -
sebesar 35.2o/o: aken {3r.rF,i 13 rr.=m!ffrilr66i[
55,17o dari kusi d pariroer,
Dalam Multi-Menrber Systens, terdapat
beberapa varian pemilihan anggota DpR. Salah satu
diantaranya dan yang cukup banyak digunakan
adalahParry List Systems (PLS). Ada dua macam
pemilihan dengan PLS ini, yaitu Closed partl'List/
Closed List Proportional Representatives dan Open
Parfy List/Open List Proportional Representatives
(http : //www. ele ctoral-reform. orquk/
votingsystems/system2.htm). Dari keduanya ili.
yang lebih senng diguntrkan adalah Closed parry
List.. Dengan Closed Party List ini. maka pemilih
hanya menlatuhkan pilihanlrya pada salah satu
partai peserta penrilihiin urnum dalam suatu daerah
penilihan tertentu atau dalam skala nasional.
Dengan sistem ini, partai membuat dirftar (list) para
calon anggota. Ranking para calon juga ditentukan
oleh partai. Partai mempublikasikan nana *nama
para calon dalam suatu urut -urutan dzrn
disebarluaskan kepada ma syarakat. . S eluruh suilra
dihitung dan tiap -tiap partai memperoleh kursi
DPR di daerah pemilihannya sesuai dengan
perolehan suaranya. Jumlah suara tefientu
diperlukan oleh sebuah partai untuk
memungkinkan seseorang yang dicalonkannya
bisa terpilih meqladi anggota dewan.. Mereka yang
terpilih menjadi anggota der,van pada umumnya
adalah mereka yang berada pada umtan atas. para
pemilih tidak bisa memilih seczrra langsung nama
calon yang diajukan partai: mereka hanya memilih
partarnya saja.
Dalam Open Parry List. para penilih dapat
memilih daftar yang sudah dipublikasikan atau
memilih satu dari sejumlah nama calon yalg mutcul
dalam daftar calon yang dibuat paftai politik
tertentu. Pada unrumnya. dalan Open party List
ini, urut -urutan calon yang dibuat partai tidak
begitu berpengaruh. Calon yang menperoleh
jumlah suara tertentu yang diperlukan, r,valaupun
tidak pada noiller urut atas, dapat lolos menladi
anggota dewan. Party List Systen ini digunakan
di Afrika Selatan. Israel, Rusia. Indonesia, pada
masa Orde Baru menggunakan Closed parry List,
sedangkan dalarn penrilu 2004 yang lalu dan 2009
mendatalg, menggunakan "selnacan" Open parfi,
list.
Disamping nemiliki beberapa kekuatal, parh,
List Systens ini juga mempunyai beberapa
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TOPIK U|ANA
kelemahan pula. Adapun kekuatan sistem
antaralain adnlah
l. Tinggirya tingkat proporsionalitas. Jika suatu
partai memperoleh dukun gan 3 5oh dari tolal




3. Open Partr- List System memungkinkan
pemilih menentukan secara langsung tidak
sa.1a partai akan tetapt juga calonpilihannya.
i\ fengerni kelemahan sistem ini, antara lain , adalah'.
l. Closed Party List System mempersulit para
pemilih menentukan secara langsung calon
1 ang dianggap paling berkualitas.
Z Closed Party List System menciptakanjarak
antara anggota dewan terpilih dengan para
pendukung (konstituennya).
3. Closed Party List System memungkinkan
anggota dewan terpilih tidak perlu
mempertanggungar,vabkan secara langsung
kinerjanya kepada para pemilihnya.
4. Open Party List System memungkinkan
adanya suara pemilih yang tidak terwakili atau
diperlutungkan.
Mixed Systems mempunyai beberapa varian
dalam pemilihan anggota parlemen. Yang paling
menonjol diantara beberapa varian tersebut adalah
Additional Member System (AMS) Pada dasarnva
Additional Member System/Mixed Member
Proportional System ini adalah kombinasi antara
the First-Past-The-Post System dengan Par&. List
System. Dalam hal ini, tiap {iap pemilih menlpun}'al
dua hak suara: satu untuk memilih anggota DPR
melalui the First-Past-The-Post system. Disini.
pemilih bisa memilih secara langsung calon yang
dianggap terfavorit. Satu hak suara lainnya
digunakan untuk memilih anggota DPR pada level
nasional atau regional melalui Party List System.
Dalam hal ini, pemilih hanya menjatuhkan
pilihannya kepada partai yang dia anggap
mengajukan sejumlah calon anggota parlemen yang
dianggap terbaik: ia tidak bias memilih secara
langsung salah satu dari sejumlah calon yang
diajukan sebuah partai. Jumlah kursi yang
diperoleh sebuah partai dalarn suatu pemilihan
clengal menggunakan mixed system ini didasarkim
pada penjumlahan kursi yang diperoleh berdasar
the-First-Past-The-Post-System dengan kursi yang
diperoleh berdasar Parfy List System. Dewasa ini,
si-<remini digunakan di Jerman sertaRusia.
Dl.arnping memiliki beberapa kekuatan, mixed
*':-litri lru Juga mempunvai sejumlah kelemahan.
Adapaunbeberapa kekuatan sistem ini, antara lain,
adalah:
1. Menghasilkan penvakilan yang proporsional
sekaligus memungkinkan adanya
tanggungjawab anggota parlemen terhadap
konstituennya.
2. Membantu terbentuknl'a pemerintahan yang
relative kuat dan stabil seperti di Jerman
3. Tiap-tiappemilih, paling sedikit, memiliki satu
suara yang efektif (diperhitungkan).
Adapaun beberapa kelemahan sistem ini,
antara lain, adalah:
1. Sebagian anggota parlemen yang terpilih
melalui Party List System tidak
bertanggLrngjawab langsung kepada pemilih.
Mereka hanya bertanggungjar,vab kepada
pimpinan partai vang mencalonkan.
2. Wewenang pimpinan partai terlalu kuat,
mengingat merekalah yang menentukan
nama-nama serta nomer urut para calon
anggota parlemen
Pada level federal, parlemen/badan legislatif
di Jerman menerapkan sistem dua kamar, yaitu
Bundesrat (semacam Senat, karena mer,vakili
negara bagran) dan B tm d e st a g lDewan Perwakilan
Rakyat). Keanggotaan dalam Bundestag
didasarkan pada hasil pernilihan umum, yang
biasant'a diselenggarakan empat tahun sekali
@alton 2002: 209). Seperti halrrya di negara lain, di
Jerman. lembaga ini memainkan peranan penting
dalam hal pembuatan undang -undang (UU).
Setiap UU pada level federal. hams mendapatkan
persetujuanil.a. \\hlaupun tugasnya membuat UU,
namun dalam kenvataannya, kebanyakan
rancangan undang -undang (RuU) menrpakan
hasil inisiatif erecutrL Selama ini. RUU hasil inisiatif
Bundestag hant.a sekitar sepertiga dari
keseluruhan rancangan rang pernah diajukan.
Disamping itu- RUU rang diajukan Bundestag
biasanya menyangkut persoalan yang tidak begitu
pokok. Untuk mengajukan sebuah RUU, hanya
diperlukur persetujuan 30 anggola Bnndestag. Dai
keselumhan RUU 1'ang drajlkan pemerintah, 900%
diantaranya bisa disetujui menjadi LU: sedangkan
dari total RUU yang diajLrkan Bttndestag,hanya
sekitar 30o/o saja yang berhasil disetujui menjadi
UU. Dalam hal pembuatan LrIJ, tampaknya posisi
executif kuat. Parlemen dapat mengamandemen
RIIU yang diajukan executif. Akan tetapi ia tidak
dapat bertindak demikian bila berkaitan dengan
urusan belanja ataupun pajak yang diajukan
executif. Parlemen juga tidak diperkenankan




tanpa persetujuan mentritkeuangan maupun
kabinet. Tugas penting lainnya dari Bundestag
adalah memilih seorang kanselir, yang bertugas
mengepalai badan executif.
Fungsi lain Bundestag adalah mengawasi
jalannya pemerintahan. Dalam badan itu disediakan
forum untuk perdebatan dan yang mereka
perdebatkan pada unumnya berkaitan dengan
implementasi kebijakan pemerintahan. Walaupun
memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya
pemerintahan, dan bahkan apabila memungkinkzur
menjatuhkan pemerintah dengan suara mayoritas
sederhana, kekuasaan Bundestag juga terbatas.
Konstitusi negara itu menyatakan, bahwa pada saat
menl atuhkan kabinet, B u n d e s t a g pada waktu yang
bersamaan harus dapat mengajukan seorang
pengganti kanselir (a con structiv e no-confi dence
vote). Kelentuan ini mempunyai tujuan agar
pemerintahan tetap dapat berjalan baik dan
pemerintah tidak mudah dijatuhkan.
Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota
Bundestag, seseorang, paling sedrkit, harus bemsia
2l tahun. Tidak adabatasanberapa lama seseorang
dapat duduk sebagar anggota lembaga itu Di dalam
Bun de st ag, terdapat pengelornpokan yang biasa
disebut dengan Fraktion, yang didasarkan pada
penvakilan suatu partai ("' B un de st ag", http: l l
www. qermanculture. com. ua/librar],/factsi
blbundesta e. lrtrrr). Ketua fraksi terbesar biasanya
jnga menjabat sebagai Presiden Buttdestag.
Besarnya fraksi sebuah partai menentukan
besarnya wakil-wakil dalam komrsi-komisi legrslatif,
jumlah komisi yang dipimpinnya, serta banyaknya
r,vakil yang dimiliki dalani badan-badan executif
Bundestag.
Bagr bangsa Jerman, sistem pemrlihan anggota
Bundestag secara denokratis, bukanlah barang
baru. Pada masa The I4/eintar Republic,
urnpamanya. pemilihan anggotanya dilakukan
dengan menggunakan sistem perr,vakilan
proporsional murni (a pure proportional
representation system). Kompetisi bebas antar
partai politik peserta pemilu, memperoleh jaminan
cukup tinggi. Semenjak tahun 1949. seiring
berdirinya Republik Federasi Jerman, sistem
pemilihan anggota Bundestag yang baru
diberl:rkirkan. Untuk memperoleh jaminan hukum
yang tinggi, pemberlakuan sistem pemilihan
anggota yang baru dicantumkan dalam
perundangan tertinggi, yakni Konstitusi 1949
Sistem pemilihan baru itu sering disebut dengan
"A4ixed A4entber Proportional System". Sistem ini
merupakan gabungan antar sistern distrik (a
personal vote in single nt.ember district.t) dengan
sistem perwakilan proporsional (proportional
representation). Penggtrnaan sistem baru ini
merupakan hasil tawar menar,var antar partai politik
yang ada di Jerman Barat pada waktu itu.
Digunakannya sistem distrik (disamping sistem
proporsional) di negara tersebut, kemungkinan
besar terpengaruh sistern pemilihan anggota
Kongres di Amerika Serikat dan Majelis Rendah di
Inggris. Ha1 id dapat terjadi karena semenjak 1945.
empat tahun sebelum berdirinya Republik Federasi
Jerman (Jerman Barat), Anerika Serikat dan Inggns
merupakan dua negara besar yang menduduki dan
mempunyai pengaruh besar di negara tadi. Upaya
mendekatkan hubungan antara pemilih dengan
wakilnya dalam parlemen, juga merupakan
pertimbangan lain mengapa sistem ini juga perlu
diadopsi Jerman Barat ("German History: The
Electoral System", http ://lwwv.countryreports. orgl
hystoryDetarl. aspx'/countrvid:9 I &d:r3 3 94. as... ).
Sistem pemilihan anggota parlemen dari
negara -negara lain yang dianggap baik. diadopsi
oleh Jerman Barat dan digabungkan dengan sistem
penvakilan proporsional yang selama itu telah
mereka laksanakan. Namun, pada r,vaktu
rnernutuskan menggunakan kedua sistem ini secara
bersama-sama, mereka sepakat menggunakannya
hanya untuk sementara \,vaktu, sampai disepakati
sistem pemilihan yang lebih baik.
Dalam perkembangannya, upaya untuk
memperbaharui sistem campuran ini. seperti lang
diltrlflkan dalam dekade I 960an, selalu mengalanri
kegagalan. Upaya yang dilakukan adalah
mengganti sistem campuran seperti ini dengan
sistem distrik. Hal ini dilakukan terutama oleh
partai-partai besar. dengan merksud menrperbesar
larrsi perolehamya di parlemen. Partai -partai kecil
menolak rencana tersebut karena dianggap kurang
adil dan akanbary'2ft merugikan rnereka. Dengan
demikian, semenjak diperkenalkannya sistem
campuran tersebut pa da tallur I 949, sampai del,vasa
ini, sistem tersebut tenrs digunakan dan tidak
pernah diganti.
Berdasar hasil amandemen tahun 1999
terhadap LTIJ Penrilu Federal I 993, jumlah anggota
Bunde,rtag sebanyak 598 orang (sebelumnva 656
orang). Ketentuan ini tertuang dalam Pasal I ar at
I UU tadi. Lebih lanjut, di dalam ayat itu dinvatakan
bahwa para anggota Bundestag tadi dipilih secara
umum, langsung, bebas, sederaiad dan rahasia.
Dalanpasnl I ayaI2 dikatakanberhr,va dilri selurulr








dipilih berdasar pencalonan dari berbagai
konstituen /daeral pemilihzui; sedang sisanya, juga
299 orarg, dipilih berdasar daftar pencalonan yang
dibuat oleh partai -partar peserta pemilu. Di Jermarq
daerah pemilihan itu sendiri mengalami penrbahan
beberapa kali. Anatartahun 195'7 dan 1987, terdapat
248 daerah pemilihan. Dari tahun I 990 sampai tahun
I 998, terdapat 3 28 daerah pemilihan, sedangkan
dari tahnn 2002, tefiapat 299 daenh pemilihan
(''Germ:rny : Delimiting Districts in a Mixed Member
Proportional Electoral System". http:l/
a ceproj ect . o rela ce-e rvtopi cs/bd/bd) /bd-y de).
Dalam pemilihan anggota Bundestag, setiap
pemilih mempunyai dua suara. Suara yang pertama,
yang biasa disebut dengan Erststimme, merupatrran
suara yang diberikan kepada seomng calon (pzntai)
tertentu yang berada dalam satt 299 daerahr/distrik
pemilihan tunggal (.single member
constituencie,f. Sedangkan suara yang kedua,
yang biasa disebut dengan Zweitstimm.e,
merupakan suara yang diberikan oleh salah
seorang pemilih kepada sebuah partai politik
peserta pemilihan dimana partai tersebut membuat
daftar nama -nama orang yang dicalonkannya
sebagai anggota Bunde,rtag. Di Jerman, uniknya,
seseorang boleh mencalonkan diri lewat sistem
distrik maupun melalui sistem proporsional dalam
sebuah pemilihan secara bersamaan.
Bagaimana cara penentuan pemenang dalam
pemilihan tersebut? Dalam sistem pemilihan
tnnggal (single -member di,strict). calon yang
memperoleh suara terbanyak merupakan
pemenangnya dan berhak rnqnjadi anggota
Bundestag mer,vakili distrik dimana ia menang.
Sedangkan dalam menentukanjumlah kursi dalam
Bundestag yang diperoleh suatu partai dengan
menggunilkan sistem proporsional, didasarkan
pada perolehan suara keseluruhan secara nasional.
Setelah dijumlah secara nasional, maka akan
diketahui seberapa banyak suara yang
diperolehriya. Di Jerman, ada ketentuan hanya
partai politik yang memperoleh suara dukungan
paling sedikit 50 , atanmemenangkan tiga wakil
berdasarkan sistem pemilihan tunggal/distrik,
diperbolehkan mempunyai w:rkil dalam B u nde st ag
(par|iamentary threshold). Jumlah kursi dalam
Bundestag yang diperoleh tiap -tiap partai yang
telah melewati dukungan suara 57o (parliantentary
thre,shoId) ditentukan berdasar Formula Hare.
Kursi partai kemudian dialokasikan ke dalam 16
negara bagian. Ada alasan khusus mengenai
parliantentary threshold sebesar 5% ini, yakni
untuk membatasi jumlah parpol yang punya lvakil
dalam parlemen dan konsekwensinya bisa
menciptakan stabilitas pemerintalan. Jerman tidak
ingin mengulangi pengalaman buruk pada masa
The Weimar Republic, yang tidak metgenal
parliamentary thresh o ld,sehingga partai -partai
kecil bisa masuk parlemen dan mereka sering
membdat ketidaktabilan pemerintahan.
Sebuah kekecualian diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi Jerman berkaitan dengan
parli ament ary thre sh o ld dalam pemilu Desember
1990. Pemilu yang diadakan tahun itu adalah
pemrlihan pertama setelah Jerman kembali bersatu
beberapa bulan sebelumnya. Diperkirakan akan
sulitbagi partai -parta| terutamayang relatf kecil.
nntuk memperoleh dukungan 5o/o daritotal suara
nasional. Terbaginya Jerman selama 41 tahun
menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, akan
mempersulit partai -partai vang berasal dari bekas
Jerman Barat untuk memperoleh dukungan dari
pemilih yang berasal dari bekas Jerman Timur dan
demikian pula sebaliknya. Oleh karena itulah,
Mahkarnah Konstitusi menrbuat keputusan bahr,va
duknngan 5%o itutidak diperoleh secara nasional
(setelah Jerman kernbali bersatu). tetapihanya di
bekas r,vilayah JermanBarat atau Jerman Timur saja.
Walaupun ada ketentuan parliamentary
threshold sebesar 5o/o atau memperoleh tiga kursi
berdasar sistem pemrlihan distrik, tidaklah berarti
bahwa partai-partai yang kecil pendukungnya tidak
dapat mengirimkan wakilnyake Bundestag. Ada
cara-cara tertentu yang mereka lakukan agar bisa
lolos. Cara yang mereka lakukan h6dala dengan
melakukan koalisi dengan partai lain yang lebih
besar serta melakLrkan "tukar-menukaf' suara. Pada
waktu pemilu, akan sangat sulit bagi partai-partai
kecil unflrk memenangkan calonnya dengan sistem
pemilihan penenang tunggal (single -member
district). Oleah karena itu, para pemrlih dari partai-
partai kecil "melni4larnkan" suaranya kepada partai
besilr yang menj adi koalisinla. Yang mereka lalekan
h6da1a, suara pertama dari pemilih yang berasal
dari partai kecil diberikan kepada calon yang berasal
dari partai lain yang besar dan merupakan
koalisinya. Dengan cara seperti ini, diharapkan
calon yang berasal dari partai besar akan
memperoleh suara terbanyzrk dan terpilih sebagai
satu -satunya wakil dari distrik bersangkutan.
Sebaliknya, para pemilih dari partai lzunyang
lebih besar yang merupakan koalisinya, akan
memberikan suara keduanya kepada partai kecil
koalisinta. Dengan cara seperti ini diharapkan
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Proporcional System", file://C:\DOCUME-
Oleh karena itulah, tidak mengherankan bila
partai kecil dalam koalisi akan mendapat dukungzm
suara cukup banyak. Konsekwensinya, partai kecil
t-:r."b"t akan memperoleh suara minimum yang
diperlukan (57o) untuk masuk parlemen. Strategi
"tukar-menukar" seperti ini senng dilakukan di
Jerman ("Germany": The Original Mixed Member
Pencalonan dengan menggunakan sistem
daftar nama akan memungkinkan anggota
Bundestag yang mencalonkan kemUah
(i n cumb e n t), para pengurus partai yang menonj ol,
ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan
dekat denganpengurus partai memperoleh nomer
pencalonan pada urutan atas. Dengan demikian,
kesempatan mereka terpilih, cukup besar.
tru$$;*t*uul,*ui -,u
Dari uraian di atas diketahui bahr,va Jernan
dalam pemilihal anggota Bundestag atau Der,van
Perwakilan Rakyat nrenggunakan,,Mix e d Memb e r
P-roportional System', (MM?S). Dalam hal ini,
Single Member pturality (SMp) d,an Closed List
Proporti onal Repre sentation (CLpR) digunak:rr
secara bersamaan. Separuh anggota Bundestag
dipilihberdasar SMp system dan separuhlainnya
dipilihberdasar CLpR system. Di negara tadi, dalam
pemilihan anggota Bunde,rtag, seorang pemilih
mempunyai dua suala. Satu suara digunakan unnrk
memilih seorang calon yang dianggap pahng baik
untuk mewakili suatu distrik (berdasar SMp).
sedangkan suara larnnla drgunakan untuk memrlih
gartai png dianggap paling aspiratif bagi dirinr-a
(berdasar CLPR.1.
Dengan menggunakan \ft{pS bukan partai _
partaibesar saja akan retapi partai_partai kicilpun
bisa masuk kedalam Bwde stag. \iamun ada r-U-g
batas minimum (parliamenran. thresholdt tang
dikenakan. Hal ini dimaksudkan unruk ruenjamin
terjadinya stabilitas politik nasional. Disanrprng itu
penggunaan MMPS memungkinkan dipilihnr.a
individrr -individu yang berkualitas maupun partai
-patai politik yang aspiratif masuk ke dalam
parlemen. Lagi pula, penggunaan MMpS akan
menjadikan paling sedikit sebagian anggota
B-undestag rnenpunyai hubungan yurrg ditut
dengan konstituennya. perlu diakui pula,
penggunilan MMpS ini akzur menungkinkanpartai
politik tetap memainkan peranan penting terhadap
para anggotanya.
Penggunaan MMPS dalam peqiaringan
anggota Bundestag dianggap lebih adil dan
representatif dibanding penggunaan SMp saja
atau CLPR saja. Banyak negara. seperti Ital-y,
Jepang, New Zealand, Rusia, Hungaria, kini meniru
pola Jerman dalam memilih anggota Bunde.rtag
(DPn;
Sistem pemilihan anggota DpR Indonesia
tahun 2004 yang lalu ataupun yang akan digunakar
partai Cecil bisa masuk parlemen. Green party,
misalnya, bisa masuk parlemen sebagai hasil
pemilihan 1983 dan 1987, namun gagil dulu*
pemilihan I 990. Dalam pemilihan kursiparlemen
19 9 4, Gr e e n P ar ty berkoalisi detgan A I i o, 
" 
r,i g 0
dan akhirnya bisa memperoleh parliamentary
threshold kembali
- Pemilihan anggotaparlemen federal, negara
bagian serta lokal diselenggarakan paling,.&nt
sekali dalam enrpat tahun. pemilihan tersebut tidak
diselenggarakan secara bersamaan, tetapi secara
berjenjang. Pemilihan di Jerman dipakai sebagai
indikator tingkat kepuasan terhadap pemerintah
ataupun popularitas oposisi pada level federal. Di
negara tersebut, pemilihan diselenggarakan pada
han Minggu dan pemilih yang berasJ dari pegawar
negri memiliki angka partisipasi lebih tinggi
dibanding peniilih dari profesi lain. Di kalangan
pemilih Jerman, ada indikasi bahwa semakin tinggi
status sosial dan ekonomi seseorang. maka
semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknra.
Di Jerman tidak dikenal pemilihan sela.
Apabila ada salah seorang anggota Bundesrag
meninggal atau mengundurkan diri. pada hal masa
jabatannya masih berlangsung, maka ia secara
otomatis digantikan calon yang berada pada urutan
selanjutnya yang berasal dari negara bigian yang
sama. Di negara itu juga tidak dikenal pemiiihan
pendahuluan. Dalam menentukan seorang calon
partai untuk maju dalam suatu pemilihan, maka
peranan pengurus partai sangat besar. pengurus
partai, atau sebuah komite independent bentukan
pengurus pafiai, akan memilih caton yang dr anggap
lapabel dan akseptabel untuk mewakiti partairlya.
S.elefan itu, konvensi partai akan membuai penilaian
akhir siapa yang akan secara resmi diCalonkan
partai dalam berkompetisi dengan calon _calon
pafiai lain. Di Jermal, seorang anggota partai bisa
dicalonkan melalui sistem distrik maupun sistem
proporsional secara bersamaan. Bila ia telpilih
melalui sistem-distrik, maka ia secara otomatis
membatalkan pencalonannya melalui sistemproporsional. '
TOPIK UTAMA
dalanl tahun 2009 mendatang (walau ada perubahan
sedikit), mendapat kritikan karena dianggap kurang
adil dan kurang representatif. Oleh karena itulah,
melalui tulisan ini, Indonesia dapat belajar dari
Jennan dalam memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat. Penggunaan MMPS dalarn peniilihan
anggota DPR di Indonesia diperkirakan akan
mampu rnengurangi intensilas kritik yang ditujukan
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